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BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG KEDUDUKAN

, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KAEUPATEN BUTON

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BUTON,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Buton Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011
tentang Organ isasi dan Tata Kerja Selcretariat Daerah
Kabupaten dan Secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buton, perlu menyesuaikan kedudukan, tugas
pokok, fungsi, dan tata keija Sekretariat Daerah Kabupacen
Buton;

b
. bahwa berdasorken pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun
2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata
Kcija Sekictai ial Daerah Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambohan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3
. Undang-IJndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3817);

4
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Periyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47

,
 Tarrhahan Lemharan Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



7
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

daii Tanggung Jawab Kcuangan Negaia (Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 2004 Noraor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Artara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

1C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana telah bcbcrapa kali diubah
terakhir Hengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah ciubah
dengan Peraturan Pemerintah Ncmor 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerinrahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupatcn/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pciigclulaan Barar.g Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20*4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



18. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kcbijakan Pcngadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
/Jasa Pemerintah;

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaar.
Barang/Jasa Pcnieriiitah;

20. Peraturan Kepala Lembaga Kcbijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan
Pengadaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaar.
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kcdua Ata3 Peraturan Kepala Lembaga Kcbijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten / Kota;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah beberapa xai:
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat
Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

23. Peraturan Bupati Buton Nomor Tahun 2015 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BUTON NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG

KEDUDUKAN, TUG AS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 28
Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, diubah scbagai
berikut:



Ketentuan Pasal 1 Angka 2 diubah, Angka 16, Angka 17, dan
Angka 18 dihapus, sebingga Pasal 1 bcrbunyi sebagai
herikut:

Pasal 1

Dalarr. Pcraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1

. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang raenjadi
kewenangan daerah otonom.

3
. Pemerintahan Daerah acalah urusan pemerintahan

oleh Pemeriiitdh Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Wegara Kepublik
Indonesia Tahun 1045.

4
. Bupati adalah Bupati Buton.

5
. Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah, yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Butor..

6
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dalam penvelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.

7
. Dewar. Perÿ'akilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buton.
8

.
 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Buton.

10. Asisten adalah Asistcn Sekretaris Daerah.

11. Staf Ahli adalah S:af Alili Bupati.

12. Bagian adalali Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah.

13. Kcpala Bagian adalah Kepala Dagian dilingkungan
Sekretariat Daerah.

14. Sub Bagian adalah Sub Ragian dilingkungan
Sekretariat Daerah.

15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian
dilingkungan Sekretariat Daerah.

16. Dihapus.

17. Dihapus.

18. Dihapus.

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsicnal yang berada dalam lingkup
Sekretariat Daerah.



Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan ayat (6) huruf f
diubah, schingga Pasal 2 bcrbunyi scbagai berikut:

Pasal 2

(1) Susunan Organiasai Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;

b
. Asisten Sekretaris Daerah ;

c
.
 Staf Ahli;

d
. Bagian;

e. Sub Bagian; dan
f

. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten Sekretaris Daerah ~erdiri atas:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b

. Asisten Perkonomian dan Pembangunan; dan
c.
 Asisten Administrasi Umum.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerah.

('I) Stof Ahli terdiri atas:
a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;

b
. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
d. Staf Ahl: Bidang Kemasyarakatan dan Suir.ber daya

Manusia; dan

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(6) Bagian terdiri atas:
a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
c. Bagian Hukum.
d

. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber
Daya Alani;

e. Bagian Administrasi Peiiibanguiiaii;
f

. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

g. Bagian Humas dan Protokol;
h. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
i

. Bagian Umum; dan

j. Bagian Aset dan Keuarigan.

(7) Bagian sebagaimana dimaksud pada aval (6), berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten
Sekretaris Daerah.
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3
. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal

22 berbunyi sebagai berikat:

Pasal 22

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
membawahkan dan mengkoordinasikan:
a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber

Daya Alam;

b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oieh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten
Perekonomian dan Pembangunan.

4
. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 31

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
menyiapkan bahan, pedoman, dan petujuk teknis, serta
mengkoordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan,
pelayanan pengadaan barang/jasa, pengembangan dan
pembinaan sumberdaya manusia layanan pengadaan, serta
evaluas: dan pelaporan pengadaan barang dan jasa lingkup
Peiiicrintah Kabupatci: Bulou.

5
. KeLciiluaii Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 32

Dal  am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
menyelenggaran fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengkoordinasian
penyusunan Rencana Umum Pengadaan;

b. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis
pengadaan lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;

c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

d. perigadiiiinistrasiai] kegiatan pengadaan barang/jasa;
e. pelaksanaan cviduasi dan pelaporan atas pelaksanaan

kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas pokok dan
fungsinya.



6
. Ketentuan Pasal 33 diubah

, sehingga Pasal 33 berbunyi
scbagai beiikut:

Pasal 33

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Lcrdiri alas:
a. Sub Bagian Ta.a Usaha Pengadaan;
b. Sub Bagian Pt-rciicanaaii, Evaluasi dan Pelaporan

Pengadaan; dan

c. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagiar.
Pengadaan Barang dan Jasa.

/
. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi

scbagai bcrikut:

Pasal 34

(1) Sub Dagian Tata Usaha Pengadaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa dalam pengkoorriinasian pelayanan pengadaan
barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah,
mengumpulkan bahan pedoraan petunjuk teknis, dan
melaksanakan fungsi ketatausahaan Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa.

(2) Sub Bagian Percncanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa dalam perynsunan
rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan
serta penyiapan bahan perumusan kebijakan
pemerintah daerah di bidang pelayanan pengadaan
barang dan jasa.

(3) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daj'a Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas membantu Kepala Bagiar. Pengadaan
Barang dan Jasa dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia Lcrhadap pelaku yang tcdibat dalam
proses pengadaan barang dan jasa.

8
. Ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 3Q

Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Psal 45, Psal
46, dan Pasal 47 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dihapus



Pasal 36

Dihapus

Pasal 37

Dihapus

Pasal 38

Dihapus

Pasal 39

Dihapus

Pasal 40

Dihapus

Pasal 41

Dihapus

Pasal 42

Dihapus

Pasal 43

Dihapus

Pasal 44

Dihapus

Pasal 45

Dihapus

Pasal 46

Dihapus

Pasal 47

Dihapus

Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(I) Sekretaris Daerah d.angkat dan diberhentikan oleh Bupali
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat £tas
persetujuan Pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.



(2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian,
diangkat dan diberhcntikan olch Dupati scsuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlalm.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlakii pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal if pestMBVL 2015

/RATI BUTON,

-.

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

P&,/:ABATIPA«AF
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(2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian.
diangkal daii dibeihentikan oleh Bupati sesuai dengaii
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar.
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2015

RIJPATI BUTON
,

Cap/ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Dra. Hi. WA ODE ICHSANA MALIKI. M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR



(2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian,
dian&kal daii dibeihciilikaii oleh BupaLi scsuai dcngaii
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orar.g mengetahuinya, memerintahkan
pengunaangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

BUPATI BUTON
,

Cap/ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan diPasarwajo
pada Langgal 51 Dt2015

SEK :rah,

PASAL II

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Desember 2015

Dra. Hi. WA ODE ICHSANA MALIK1. M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d
Nip.19560403 1980037 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR 31


